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SALINAN

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2023;

o 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);



6.

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor
203);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Daeah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
2023 Nomor 203);

Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022
Nomor 62037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berjumlah
Rp79.558.253.790.537,00 (tujuh puluh sembilan triliun lima ratus lima puluh delapan
milyar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga
puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Pendapatan Daerah

1. Semula Rp 74.380.646.088.137
2. Berkurang Rp (3.717.709.952.792)
Jumlah Pendapatan
setelah Perubahan Rp70.662.936.135.345
Belanja Daerah
1. Semula Rp 74.613.763.379.256
2. Berkurang Rp (2.468.876.766.670)
Jumlah Belanja
setelah Perubahan Rp 72.144.886.612.586
Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan
a) Semula Rp 9.400.439.814.055
b) Berkurang Rp (505.122.158.863)
Jumlah Penerimaan
setelah Perubahan Rp 8.895.317.655.192
2. Pengeluaran
a) Semula Rp 9.167.322.522.936
b) Berkurang Rp (1.753.955.344.985)
Jumlah Pengeluaran
setelah Perubahan Rp 7.413.367.177.951
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp 1.481.950.477.241
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
terdiri dari:

1.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran IIT A

Lampiran III B

Lampiran IV A

Lampiran IV B

Lampiran V A

Lampiran V B

Lampiran VI

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah
Barang;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan
Sosial Uang;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan
Sosial Barang;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan
Keuangan bersifat umum;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan
Keuangan bersifat khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi
hasil,



10. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

11. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan
Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi® Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan; .

12. Lampiran IX  Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam
Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

13. Lampiran X  Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD yang
disajikan berdasarkan Sumber Dana;

14. Lampiran XI  Daftar Alokasi anggaran Dana Kapitasi per FKTP; dan
15. Lampiran XII Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS Per Sekolah;
Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat
daerah dan unit kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
in1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023 NOMOR 62022

Salinan. sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SIGIT\PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009




